BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis studi komparatif tentang masalah
perlindungan konsumen tentang hak jaminan garansi maka dapat
disimpulakan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini di
antaranya adalah:

1. Garansi/jaminan dalam jual beli antara penjual dan konsumen dapat
diartikan bahwa garansi adalah jaminan atau tanggungan si penjual
selaku produsen yang melakukan penjualan. Garansi merupakan
salah satu bentuk pelayanan yang diberikan penjual kepada pembeli
salaku konsumen, sebagai pemenuhan terhadap hak-hak pembeli
yang dimana pelayanan garansi merupakan bentuk penangungan
yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat (aib)
kerusakan barang dan garansi merupakan salah satu upaya untuk
melindungi kepuasan konsumen dalam melakukan transaksi.

2. Jaminan garansi jual beli dalam hukum islam diperbolehkan karena
tujuan utama dari nya ialah menciptakan kemaslahatan antara penjual
dan pembeli berdasarkan pada kaidah-kaidah fikih yang menjelaskan

bahwa setiap muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang
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mengharamkannya disebabkan suatu yang dilarang terdapat di
dalamnya

Konsumen dapat menuntut gantirugi kepada pihak yang wajib di
tuntut ketika ada barang yang cacat sesuai dengan yang sudah di
terapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8
tahun 1999 yang terdapat pada pasal 19 ayat 1 dan pasal 25 serta
tentang Perlindungan Konsumen mengenai tangung jawab pelaku
usaha dan seiring dengan kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen serta kerugian yang didapatkan oleh konsumen dalam hal
ini, ialah berdasarkan pasal 19 ayat 2 sesuai dengan kerusakan yang
terjadi dan dalam islam telah menjelaskan tentang pemenuhan akad

janji dalam jual beli.

. Perbedaan yang terletak pada kontruksi hukumnya dimana konsep

garansi yang di tetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen bersifat mengikat dan dalam batasan-batasan tertentu
dalam fikih muamalah garansi atau khiyar aib semata-mata dihasilkan
dari adanya kesepakatan kedua belah pihak

Mengenai batasan waktu penuntutan ganti rugi atas barang yang

rusak undang-undang menetapkan batasan maksimal untuk masa
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penuntutan yaitu selama 4 (empat) tahun masa garansi sedangkan

dalam fikih muamalah tidak ada penentuan yang jelas.

B. Saran
Saran-saran yang dapat penulis berikan kepada masyarakat atas
permasalahan di atas adalah:

1. Ketika masyarakat akan melakukan transaksi jual beli di harapkan
memperhatikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan mengenai objek
akad, baik ketentuan jaminan dan melaksanakan hak serta kewajiban
masing-masing dalam melakukan transaksi jual beli,agar tidak
terjadinya suatu hal yang dapat merugikan salah satu pihak yang
bertransaksi dikemudian hari

2. Peraturan perlindungan hukum bagi konsumen pada sekarang ini
sangatlah cukup, hanya perlu penegasan dalam beberapa makna kata-
kata seperti yang tertera jelas dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999
yang ada bagian pasal yang berbunyi “barang/jasa tertentu” jadi kata
“tertentu” disini memiliki jaminan dan sebagainya, salah satunya
dalam pasal 7 huruf e tentang kewajiban pelaku usaha, dan terdapat
pula dalam pasal 8 huruf g tentang perbuatan yang dilarang bagi

pelaku usaha.
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LAMPIRAN
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